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Dikirim dengan hormat kepada paduka Tuan2 i

le Tgks Mohd.Daced Beureueh, huggota Dewan Pertimbangan 44
Asung di Xutarad ja, '

2e Kepaln Kantor, Psmbantu Bendahara Negara 4i Kutaradja,
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PERATURAN PEMIRTNTAR 1lioe 4 TAHUN 1943 o
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa sebelum ada peraturan tetap mengenal uang kehdrmas=
tan bagl Ketua, Wakil Ketua dan Anggauta Dewan FPertimba=
ngan Agung dam uang duduk bagl Anggauta=ang Ja
1u disdakan peraturan sementara tentang hal

itua;

lengingat : bahwa keadaan Tegara dewasa ini belum mengidzinken mems=
beri peraturen untuk Anggauta Dewan Pertimbangan AgUng
jang bertempat-tingsgal diluar daerall Jogjakarta; L
: ]
Mengingat pula: pasal 4 Undang-undang Dasar, Penéiapan Presiden Nl
fanun 1949 dan Peraturan Presiden Noo 1 taiwt 13475

Temutus k_a g‘?

I. Mentjabut segala peraturan mengenal uwang kehormatan Ketua Dewan
: Pertimbangan Agung. .

11, Menetapkan peraturan sebagaihberikut: 1

FERATURAN SEMTNTARA TENTANG PENGHARGAAYN KEDUDUKAN LETUA,
WAKIL KETUA DAN ANGGAUTA DEWAN PERTIIEANGAN AGUNGe

Pasal 1,

Ketua/Wakil Ketua/Anggauta Dewan Pertimbangan Agung menerima
uang kehormatan sebagai ditentukan dalam pasal-pasal jang berikuts

Pasal 2a

(1) Vang kehormatan bagi Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan
Agung ditetapkan masing=masing tudjun ratus rupiah dan lima
ratus rupiah sebulane

(2) Djika Ketua dan Walil Ketua itu pegawal Negeri, atau menerime
ensiun dari leuangan Negara, maka d jumlah uwang kehormatan ita
dikuradgi dengan gadji pokok atau pensiun jang diterima,

(%) Ketua menerima uang representasi sebanjak seratus rupiah se=
bulan.

(4) Kepada Ketua dan Wakil Ketua diberikan tund jangan kemahalan
dan tund jangan’ keluaige menurut peraturan jeng bverlalu bagl
pegawal llegardd dengan pengertian bahwa untuk menetapkan d Jume=

1ah tund jangan~tundjangan fersebut, uang kehormatan dianggap
sebagal pokok gadJjls

(5) EKetua akil Ketha tidak mendapat uvang duduk jang dimaksud
dalam pasal 4. ¥
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(1) Uang kehormaten anggauta Dewan Pertimbangan Agung (=bukan pes=
gawal Negeri/lenteri Negara) ditebapkan dua ratus rupiah se=
bulan. :

I
(2) Ueng kehormatan tidak diberilan kepada Anggauta Dewan Pertﬁmnﬁ
ngan Agung jang merangkap Nenteri Pegawal Negexri,

(5) Tundjangan kemahalan dan tund jangan keluarga seperti tersebut |
dalam pasal 2 (sub 4) tidak diberikan kepada Anggautae ,

Pasal 4.

Untuk menghadliri rapat Jjang resmi Anggauta Dewan Pertimba=*
ngen Agung menerima uang duduk sebesar &ua puluh rupiah untuk tiap
hari sidang. Djumlah uang duduk itu tidak boleh melebihli seratus
rupiah sebulan,

Pasal 5p
Uang kehormatan hanja diberikan kepada Ketua, Wakil Ketua dan

Anggauta Dewan Pertimbangan Agung Jjang bertempat tinggel di daerah |
(Kota) Jogjakartas

Fasal 6s
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Djull 1943,

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tangsal 20 Augustus 1949.
FPRESIDEN REFUBLIK INDORESIA,
ttd. SOZKARKNO.
MERTERI EKEUANGAN

MENTERT ttd. DUKNAN HAKIM
Jang diserahi Urusan Pegawal
Negeri,
ttd. KOESNAN Diumumkan

pada tanggal 20 Augustus 1343
SECRETARIS NEGARA,
ttde A.G. PRINGGODIGDOs

YUntuk salinan jang serupa j
AKEPALA AFDEELING TATA USAHA,
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